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PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK
NOMOR 9 TAHUN 2001

TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAH DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

bahwa Dpenyelenggaraan Otonomi Daerah meliputi kegi-
atan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai sub
sistem dari sistem Pemerintah Nasional, perlu disusun
organisasi pemerintah desa Yyang disesuaikan dengan
karakteristik desa di Kabupaten Trenggalek dengan
dituangkan dalam Peraturan Daerah.

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentuk-
an Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi
Jawa Timur (Berita Negara Nomor 41 Tahun 1950) ;

2, Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Peme-
rintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1899 Nomor
60, Tambahan Lembaran Negara Nomotr 3839) ;

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Per-
imbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah
(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3848) ;

4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 18999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebhas dari
Korupsi, Kclusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun
1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 41).
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Desa adalah kKesatuan Masyvarakat Hukum wvang me-—
miliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus ke-
pentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-
usul dan adat istiadat setempat vang diakui dalam
sistem Pemerintahan Masional dan adat istiadat
vang berada di Daerah ;

Kepala Desa adalah Kepala Pemerintah Desa wvang
dalam pelaksanaan tugasnya bertanggungjawab kepada
BRO

Pemerintahan Desa adalah Kegisatan Pemerintahan
vang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan
Perwakilan Desa 3 :

Pemerintah Desa adalah Kepala Deza dan Perangkat
Desa

Badan Perwakilan Desa vyang selanjutnys disingkat
BRPD adalah Badan Perwakilan dari pemuka-pemuka
masvarakat vang ada di Desa vang berfungsi meng—
ayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, me-
nampung dan menyalurkan aspirasi masvarakat serta
melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan
Pemerintahan Desa 3

Perangkat Desa adalah Pembantu Kepala Desa dalam
melaksanakan tugas dan Kewajiban dalam Pemerintahan
Desa
Dukuh adalah bagian wilavah dalam Desa vang
merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintah
Desa

B aB II

SUSUNAM ORGANISASI PEMERINTAH DESA

Bagian Pertama
Organisasi Pemerintah Desa

Pasal 2

1 Susunan Organisasi Pemerintah Desa terdiri
dari =

”
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a. Kepala Desa ;
b. Perangkat Desa.
(2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b terdiri dari : ,
a. 3ekretaris Desa Yang dibantu oleh urusan-
urusan 3

. Kepala Oukuh

c. Pelaksana Teknis.
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Jumlah urusan sebagaimana dimaksud pada avat (2)
huruf a, sekurang-kurangnya 3 (tiga) Urusan vaitu
Urusan Pemerintahan, Urusan Pembangunan dan Urusan
Unum dan sebanyak-banyvaknya 5 (lima) Urusan terdiri
dari Urusan Pemerintahan, Urusan Fembangunan,
Urusan Kesejahteraan Rakyat, Urusan Keuangan dan
Urusan Umum.

(4) Jumlah Kepala Dukuh atau dengan sebutan lain
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b,
disesuaikan dengan Jjumlah Dukuh di Desa vang
bersangkutan.

(5) Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf ¢ adalah sebagai unsur pelaksana teknis di
Desa sesual dengan kebutuhan Desa setempat.

(6) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Kepala Dukuh,
BPD dapat menentukan perlu tidaknya diangkat
Peambantu Kepala Dukuh vang tata cara
pengangkatannya diatur oleh BPD;

(7) Bagan Susunan Organisasi Pemerintah Desa sebagai~
mana tercantum dalam Lampiran dan merupakan
bagian vyang tak terpisahkan dari Peraturan
Daerah ini.

Pasal 3

Susunan Organisasi Pemerintah Desa ditetapkan oleh
Kepala Desa setelah mendapat persetujuan BPD.



Pasal 4
Susunan Organisasi Pemerintah Desa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 dilaporkan kepada Bupati dengan

tembusan Camat: .

Bagian Kedua
Kedudukan, Tugas dan Fungsi Pemerintah Desa

Pasal 5%

(1) Kepala Desa berkedudukan sebagai alat Pemerintah,
Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa vang memimpin
penvelenggaraan Pemaerintah Desa.

(Z2) Tugas dan Kewajiban Kepala Desa adalah :

a. memimpin penvelenggaraan Pemerintahan dan
Pembangunan Desa
b. membina kehidupan masyarakat Desa 3

c. membina perekonomian Desa

d. memelihara ketentraman dan ketertiban
masyvarakat Desa 3

&, mendamaikan perselisihan masyvarakat oi Desa :

f. mewakili Desanya di dalam dan di luar Pengadilan
dan dapat menunjuk kuasa hukumnva ;

g. mewakili desanya untuk melakukan kerjasama antar
desa dan atau kelurahan.

h. mengajukan Rancangan Peraturan Desa dan me-
netapkan sebagal Peraturan Desa bersama dengan
BPD

i. menjaga kelestarian adat istiadat vang hidup dan
berkembang di Desa vang bersangkutan.

(3) Penvelenggaraan Pemerintah Desa sebagaimana di-
maksud pada ayat (2) huruf a termasuk juga
pelaksanaan pendataan penduduk untuk kepentingan
nasional dan melaporkan kepada Bupati dengan
tembusan Camat.




(5)

(&)

(1)

(2)

~~
’/(
W

et

(4)

Untuk mendamaikan perselisihan sebagaimana tersebut
pada avat (2) huruf e Kepala Desa dapat dibantu
oleh Lembaga adat Desa.

Segala perselisihan wyang telah didamaikan oleh
“epala Desa bersifat mengikat pihak-pihak yang
berselisih.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
avat (2), (3), (4) dan (5) Kepala Desa mempunyal
fungsi &

a. pelaksanaan kegiatan dalam rangka mengatur dan
mengurus kKepentingan masyvarakat setempat
berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat
yang diakui dalam sistem Pemerintah Nasional dan
baerada di Daerah 3

b. penggerak partisipasi masyarakat dalam wilayah
Desanya ;

c. pelaksana tugas dalam rangka pembinaan
ketentraman ddan ketertiban masvarakat ;

d. pelaksanaan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah
Daerah

e. pelaksanaan koordinasi Jjalannva pemerintahan,
pembanguan dan pembinaan kehidupan masyarakat di
Desa.

Pasal &

Sekretaris Desa berkedudukan sebagal unsur staf
yang berada dibawah dan bertanggung jawab Kkepada
Kepala Desa.

Sekretariat Desa dipimpin oleh seorang Sekretaris
Desa atau dengan sebutan lain.

Sekretariat Desa mempunyail tugas menjalankan
administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan Ke
masvarakatan di Desa serta memberikan pelayanan
administrasi kepada Kepala Desa.

Untuk melaksanakan tugas $ebagaimana dimaksud pada
ayat (3) Sekretariat Desa mempunyai fungsi :



a. pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan dan
laporan ;
b. pelaksanaan urusan keuangan ;

c. pelaksanaan administrasi Pemerintahan Pem—
bangunan dan Kemasyarakatan ;-

d. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala
Desa.

Pasal 7

Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam
pasal 6 ayat (3) Sekretaris Desa dibantu oleh Urusan-
urusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3).

Pasal 8

Urusan-urusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
mempunyai tugas membantu tugas—-tugas Sekretariat Desa
sesuai dengan bidangnya masing-masing.

Pasal 9

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
pasal 8 urusan-urusan mempunyai fungsi :

a. Urusan Pemerintahan mempunyai fungsi penyeleng-
garaan administrasi kependudukan, pertanahan,
ketentraman, ketertiban dan melaksanakan tugas—tugas
l1ain yang diberikan oleh Sekretaris Desa ;

b. Urusan Pembangunan mempqnyai fungsi penyelenggaraan
administrasi pembanguan dibidang pertanian,
perindustrian, perekonomian/perkoperasian dan me-
Jjaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan
Sekretaris Desa ;

¢c. Urusan Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi pe-
nyelenggaraan dibidang kesejahteraan rakyat termasuk
bencana alam, bantuan sosial, pendidikan dan
kebudayaan, kesenian, olahraga, pemuda, pramuka,
PMI, kesehatan masyarakat, PKK, keagamaan dan
melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh
Sekretaris Desa ;
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Urusan Keuangan mempunyai fungsi penyvelenggaraan
administrasi KkKeuangan termasuk administrasi vyang
berkaitan dengan penghasilan Kepala Desa/Perangkat
Desa dan Sumber Pendapatan Desa serta melaksanakan
tugas-tugas lain vang diberikan oleh Sekretaris
Desa ;

Urusan Umum mempunyvali fungsi penvelenggaraan
administrasi surat menyurat, peralatan perkantoran,
pengelolaan adminstrasi kepegawaian, inventarisasi
kekayaan Desa dan melaksanakan tugas~tugas lain vang
diberikan oleh Sekretaris Desa.

Pasal 10

Kepala Dukuh berkedudukan sebagal pembantu Kepala
Desa di wilayah kerjanya.

Kepala Oukuh mempunyai tugas membantu Kepala Desa
dalam memimpin Pemerintahan dan Pembangunan di

Wilayah kerjanva.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayvat (2) Kepala Dukuh mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan,
kemasyarakatan, ketentraman dan ketertiban di
wilayah kerjanva ;

b. pelaksanaan Peraturan Desa di wilayah kerjanva i

c. pelaksanaan kebijaksanaan Kepala Desa.

RPasal 11

Pelaksana Teknis berkedudukan sebagal unsur

pelaksana lapangan yand berada di bawah dan

bertanggungjawab kepada Kepala Desa.

Pelaksana Teknis mempunyai tugas menjalankan ke-

giatan pemerintahan, pembangunan dan kemasvarakatan

di lapangan sesuai dengan bidangnya masing-masing.

Pelaksana Teknis dapat terdiri dari -

a. Modin mempunyai fungsi pelaksana teknis dibidang
sosial, mental spiritual dan keagamaan ;
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(5)

. Jogoboyo mempunvai fungsi pelaksana teknis
dibidang keamanan dan ketertiban 3

c. Jogotirto mempunyai fungsi pelaksana teknis
dibidang irigasi dan pertanian :

d. Jogowaluyo mempunyai fungsi pelaksana teknis

dibidang kesehatan.

Bagian Ketiga
Badan Perwakilan Desa

Pasal 172

BPD adalah sebagai wahana untuk melaksanakan
demokrasi berdasarkan Pancasila dan berkedudukan
sejajar serta menjadi mitra dari Pemerintah Desa.

Pengaturan lebih lanjut mengenal BPD ditetapkan
dalam Peraturan Daerah tersendiri.

BB IIIX
TATA KERJA PEMERINTAH DESA
Pasal 13

Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Kepala
Desa =
d. bertanggungjawab kepada rakyat melalui BPD ;

b. menyampaikan laporan mengenal pelaksanaan tugas-—
nva kepada Bupati;

Dalam menvelenggarakan tugas dan fungsinva,

Sekretaris Desa bertanggungjawab kepada Kepala

Desa.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinva Kepala Dukuh
bertanggungjawab kepada Kepala Desa.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinva, Urusan-
urusan bertanggungjawab kepada Sekretaris Desa.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinva, Staf
Pelaksana Teknis bertanggungjawab Kkepada Kepala
Desa.
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KETENTUAN PENUTUPR
Pasal 14

Hal-hal vyang belum diatur didalam Peraturan Deerah ini
sepanjang mengenal pelaksanaannya akan diatur lebih
lanjut oleh Bupati.

Pasal 15

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan
Oaerah Kabupaten Daerah Tingkat II Trenggalek Nomor 15
Tahun 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerija
Pemerintahan Desa dan Perangkat Desa dinvatakan tidak
berlaku lagi.

Pasal 16

Paraturan (Oaerah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Aagar setiap orang dapat mengetahuinya maemer intahkan
Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannva
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek.

Cisahkan di Trenggalek
pada tanggal 31 Oktober 2001

BUPATI TRENGGALEK

ULYADI. WR.

Diundangkan di Trenggalek
Pada tanggal 15 Nopember 2001

SEKRETARIS DAERAH

!

UWOTO

n;lp. 010 083 409

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2001 NOMER 8/C i



I.

II.

PENJELASAN
AT AS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK
MOMOR 9 TaHUN 2001

TENTANG

SUSUMAN ORGANISASI PEMERINTAH DESA

Urili

Bahwa sebagal pelaksanaan dari ketentuan Undang-

undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
Pasal 111 ayat (3) maka perlu mengatur ketentuan tentang
Susunan Organisasi Pemerintah Desa dengan dituangkan dalam
Peraturan Daerah.
Dengan berlakunva Peraturan Daerah ini maka Peraturan
Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Trenggalek Nomor 15
Tahun 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Pemerintah Desa dan Perangkat Desa dinvatakan dicabut dan
tidak berlaku lagi.

DEMI PASAL =

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
avat (%)
1. Urusan-—-urusan vang ada berdasarkan Undang-undang

Momor 5 Tahun 1979 disesuaikan dengan urusan—urusan
vang diatur dengan Peraturan Desa berdasarkan
Peraturan Daerah ini

2. Jabatan Kepala Urusan ditiadakan.

3. Apabila terdapat kelebihan personil Perangkat Desa
satelah diatur sebagaimana angka 1 dan 2 di atas
dapat diangkat sebagai Pelaksana Teknis atau Pembantu
Kepala Dukuh.

4. Penataan Perangkat 0Oesa sebagaimana tersebut dalam
angka 3 dengan pertimbangan dan persetujuan BRD.

S




avat (4)

Jumlah Dukuh dapat bertambah, berkurang atau tetap
sebagaimana vang telah ada sesual dengan situasi,

kondisi dan potensi Desa vang diatur dengan Peraturan
Desa

avat (%)
Penataan Pelaksanaan Teknis disesuaikan dengan

kemampuan personil yvang ada serta sesual dengan
situasi, kondisi dan potensi Desa.

Pasal 2

Harus mengacu pada Peraturan Daerah ini.

Pasal 3
Cukup Jjelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
ayat (2)
huruf g

Rencana Peraturan Desa dapat juga diajukan oleh BPD
sebagai hak inisiatif BPD.

avat (4)
Dituangkan dalam berita acara.

avat (5)
Dituangkan dalam berita acara.

Pasal %
avat (3)
Memberikan pelavanan administrasi kepada Kepala Desa
dalam memenuhi Kkebutuhan administfasi Desa dan
kepentingan pelayvanan kepada masyvarakat.

Pasal 7
Cukup jelas.



Pasal 8
Cukup Jelas.

Pasal <
Dalam Penataan Urusan-urusan Kurang dari 5 (lima) urusan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) diikuti
dengan Uraian tugas dan fungsi vang sesuai.

Pasal 10
Cukup Jjelas.

Pasal 11
avat (3)
Jumlah, Jjenis dan nama Pelaksana Teknis disesuaikan
dengan Kebutuhan.

Fasal 12
Cukup jelas.

Pagal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.
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